Ketua DPRD Bombana Desak
Penambang Ikut Bertanggung
Jawab Bangun Kabaena

Jakarta, sultranet.com - Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, S.P.,
mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Pulau Kabaena agar
tidak abai terhadap tanggung jawab sosial mereka dalam mendukung
pembangunan daerah, khususnya melalui program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini disampaikan Iskandar saat menghadiri
Executive Meeting antara Pemerintah Daerah Bombana dan para pimpinan
perusahaan di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Executive Meeting ini digelar sebagai langkah awal kolaborasi strategis antara
Pemkab Bombana dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah Bombana,
guna mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan dan
infrastruktur.

Iskandar menegaskan bahwa Pulau Kabaena bukan wilayah tanpa tuan,
melainkan bagian penting dari Kabupaten Bombana yang selama ini justru
menjadi lokasi utama aktivitas pertambangan dan usaha sejumlah perusahaan
besar.

“Bapak ibu mengambil keuntungan dari usaha di Kabaena, tapi saya ingin
mengingatkan bahwa Pulau Kabaena bukan pulau yang tidak bertuan. Suaranya
sudah lama berteriak dalam diam. Jangan sampai kesabaran masyarakat habis,
lalu mereka menuntut dengan cara mereka sendiri,” kata Iskandar lantang dalam
forum tersebut.

Menurutnya, jika kepedulian sosial perusahaan tidak ditunjukkan secara nyata,
potensi gejolak sosial bisa meningkat. Ia mengajak semua pihak untuk
menjadikan pertemuan itu sebagai ruang diplomasi dan komitmen bersama.

“Pemerintah tidak menginginkan konflik. Justru forum ini adalah jalan sejuk. Saya
mengajak bapak ibu semua untuk merasa bertanggung jawab terhadap tempat di
mana perusahaan bapak ibu beroperasi,” ujarnya.
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Iskandar juga menyoroti lemahnya kontribusi riil sejumlah perusahaan terhadap
infrastruktur dasar di Kabaena. Ia mencontohkan kondisi jalan antara
Pongkalaero menuju Teemokole yang hingga kini belum tersentuh bantuan dari
korporasi, padahal hanya berjarak sekitar tujuh kilometer.

“Cukup bangun satu ruas jalan saja, dari Pongkalaero ke Teemokole. Panjangnya
cuma tujuh kilometer. Tapi belum ada yang lakukan. Sementara di sisi lain, banjir
dan bencana ekologis terus terjadi akibat aktivitas usaha,” ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Iskandar juga menyinggung soal pengelolaan dana
Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Ia
mengkritik praktik beberapa perusahaan yang menyalurkan program CSR secara
langsung ke desa tanpa melalui kas resmi, sehingga tidak dapat diawasi
penggunaannya.

“Beberapa perusahaan menyalurkan CSR langsung ke desa, tidak melalui kas
desa. Ini keliru. Mestinya melalui APBDes, karena kita punya aturan dan perda.
Kalau langsung ke desa, dana itu rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa.
Dan begitu perusahaan cabut izin dan pergi, tidak ada yang tertinggal,” tegas
Iskandar.

Executive Meeting yang di inisiasi dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana
Ir. H. Burhanuddin, M.Si ini turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani,
S.Pd., M.Si, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D,
Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman
Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos., Pj. Sekda Bombana,
dan sejumlah kepala OPD terkait.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat komitmen
kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, dalam mewujudkan
pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Bombana.

Iskandar mengajak semua pihak untuk tidak hanya hadir secara administratif,
tapi juga hadir secara nyata melalui kontribusi pembangunan yang berkelanjutan
dan berdampak langsung kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat
Kabaena yang selama ini menjadi garda depan penyambut aktivitas investasi.

“Kalau selama ini masyarakat Kabaena ramah, itu karena mereka punya harapan.
Tapi jangan sampai harapan itu berubah jadi kekecewaan. Kita semua



berkepentingan menjaga harmoni,” pungkas Iskandar.

Bombana dan 29 Perusahaan
Sepakati PPM, Fokus Kesehatan
dan Infrastruktur

Jakarta, sultranet.com - Pemerintah Kabupaten Bombana bersama 29
perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut menyepakati kerja sama Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan
infrastruktur. Kesepakatan ini dicapai dalam Executive Meeting yang dipimpin
langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Yuan Garden Hotel,
Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Pertemuan strategis itu bertujuan menyatukan komitmen antara pemerintah
daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
khususnya pada sektor layanan dasar. Hadir dalam forum tersebut Sekda Provinsi
Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang mewakili Gubernur
Sultra, serta jajaran pejabat tinggi pemerintah, pimpinan perusahaan, dan
perwakilan legislatif.

“Potensi Bombana di sektor pertambangan dan perkebunan sangat besar. Tapi
yang terpenting adalah bagaimana potensi ini diterjemahkan menjadi manfaat
langsung bagi masyarakat,” kata Sekda Sultra, Asrun Lio, saat membuka
kegiatan.

Ia menekankan pentingnya PPM sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan
terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, dua bidang yang menjadi fokus —
kesehatan dan infrastruktur — merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi
demi terwujudnya masyarakat sejahtera.

“Kolaborasi hari ini mencerminkan semangat kebersamaan. Kita harus
memastikan setiap investasi memberi dampak yang berkeadilan dan
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berkelanjutan,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti bahwa langkah Pemkab Bombana dan para perusahaan
sudah sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni
menciptakan daerah yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Ia menyebutkan,
pemenuhan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi
penting dalam mengejar visi tersebut.

Menurutnya, penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana
dan 29 perusahaan merupakan tonggak penting untuk memperkuat sinergi antara
pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. la berharap perusahaan tidak hanya
menjalankan PPM sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadikannya
bagian dari investasi sosial jangka panjang.

“Gubernur Sultra berpesan agar setiap pelaku usaha menjadikan PPM sebagai
bentuk komitmen sosial yang memberikan perubahan positif di masyarakat
sekitar,” tutur Asrun Lio.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si juga menggarisbawahi bahwa
kehadiran perusahaan di Bombana tidak hanya membawa kontribusi ekonomi,
tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan lewat program-program
yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Melalui sinergi ini, kami ingin melihat program-program konkret yang bisa
dinikmati masyarakat, bukan hanya dalam bentuk formalitas,” ujarnya.

Selain sambutan dari para pejabat daerah, agenda juga diisi dengan pemaparan
materi dari Deputi Kementerian Investasi/BKPM yang menjelaskan mengenai
regulasi dan kewajiban perusahaan dalam pembangunan daerah. Jajaran
perusahaan pun diberikan pemahaman lebih mendalam terkait bentuk
pelaksanaan PPM yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD
Kabupaten Bombana bersama Wakil Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda
Bombana, para Kepala OPD, serta perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM.
Para direktur dan pimpinan perusahaan pun turut ambil bagian dalam diskusi dan
kesepakatan yang dibangun dalam suasana kolaboratif.

Executive Meeting ini menjadi simbol semangat bersama untuk mendorong



pembangunan yang inklusif dan merata, serta membuka ruang partisipasi aktif
sektor swasta dalam pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sultra juga
menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang
memperkuat kemitraan lintas sektor.

Pemprov Sultra Dorong Komitmen
Perusahaan Dukung
Kesejahteraan Lewat PPM di
Bombana

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong
peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun
Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi
Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten
Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada
seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten
Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia
menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di
daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan,
hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata
oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar
Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk
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mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera,
dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan
infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini
mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,”
tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang
memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung
pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para
pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan
berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban
administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang
memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama
antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan
tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia
usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan
terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian
dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa
perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh
segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan
berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia
usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra
yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua
DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan
perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.



Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk
membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah
konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang
berpihak kepada masyarakat.



